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BAB

DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
» Teori-teori tentang justifikasi dalam pemotongan dan pemungutan pajak
» Teori-teori dan penerapan asas dalam pemotongan dan pemungutan pajak
» Teori-teori dan penerapan keadilan dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

A. JUSTIFIKASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak terutama pajak penghasilan,
regulator perpajakan di suatu negara harus mempunyai teori/dasar untuk melakukan
justifikasi/pembenaran yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya agar pemotongan dan
pemungutan pajak yang dilakukannya tidak menyalahi norma-norma serta aturan hukum dan
kemanusiaan.

Menurut falsafah hukum pemotongan dan pemungutan pajak harus berdasar kepada
keadilan dimana rasa keadilan ini berlaku dan bertindak sebagai asas utama dalam melakukan
pemotongan dan pemungutan pajak. Keadilan pemotongan dan pemungutan perpajakan (equal
treatment) harus setara baik bagi masyarakat selaku wajib pajak maupun petugas pemotong
dan pemungutan pajak dalam kapasitas sebagai wajib pajak. Beberapa teori yang mendukung
Negara untuk memungut pajak antara lain (Harjo, 2019):

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang
dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran
pajak diasumsikan sama dengan pembayaran premi asuransi, dengan filsafat asuransi bahwa
pada perjanjian asuransi terdapat suatu pertanggungan yang harus dilindungi. Atas
perlindungan ini diperlukan pembayaran berupa premi oleh tertanggung. Walaupun sebetulnya
membandingkan perpajakan dengan perusahaan asuransi kurang tepat karena asuransi
didalamnya menyangkut tentang kerugian dan ada penggantian atas resiko yang terjadi



BAB

METODE PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di

depan kelas tentang:

>

YV V VYV V

A.

Sistem Pemungutan Pajak dan aplikasinya di Indonesia
Bagaimana cara pemungutan pajak di Indonesia
Bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak
Jenis-jenis tarif pajak dan aplikasinya di Indonesia
Bagaimana proses penagihan pajak di Indonesia

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak di beberapa negara terdapat

beberapa sistem yang digunakan dan setiap negara tidak sama dalam menerapkan sistem yang

digunakan. Di Indonesia sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang berlaku hingga saat ini

terdiri dari tiga macam sistem, antara lain:

1.

Official Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak
terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini wajib
pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah
ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya
pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan
peran dominan berada pada aparatur pajak.

Self Assesment System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak
terhutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur
dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan
demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak



BAB

PAJAK PENGHASILAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Definisi Pajak Penghasilan
Subjek dan Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Objek dan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan
Jenis Pajak Penghasilan
Cara Pelunasan Pajak Penghasilan

YV VY VYV

Cara Pelaporan Pajak Penghasilan

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang
diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka
waktu 12 (dua belas) bulan.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan diatur
oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 beserta peraturan
turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak;
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di

depan kelas tentang:

VV VYV YV VYV

A.

Pengertian PPh Pasal 21

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 21
Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah
Saat Terutang PPh Pasal 21

Cara Menghitung PPh Pasal 21

PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

1.

Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai;

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun
badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar
atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa
pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk
juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apa pun selain
gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, gratifikasi dan tantiem. Sedangkan yang
dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh Pasal 22)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Definisi PPh Pasal 22
Dasar Hukum PPh Pasal 22
Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 22
Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 22
Saat Terutang PPh Pasal 22
Cara Menghitung PPh Pasal 22

YV VY VYV

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh PASAL 22)

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan salah satu bentuk pemotongan dan
pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain selaku pemberi penghasilan terhadap Wajib
Pajak yang melakukan penyerahan barang.

Filosofi pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap
menguntungkan sehingga penjual dan pembelinya kemungkinan besar akan mengalami
keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 ini dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Pada awalnya pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 ini hanya dilakukan oleh
Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah selaku pemberi penghasilan atas penyerahan barang
yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun pada perkembangannya pemungutan PPh Pasal 22
diperluas antara lain pada beberapa perusahaan swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang
impor atau kegiatan di bidang usaha lain misalnya industri semen, industri kertas, dan lain-lain.

Berbeda dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh seluruh Wajib Pajak
pemberi kerja, maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 22
hanya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu atas hal-hal pembelian barang dalam negeri, impor
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh PASAL 23)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Pengertian PPh Pasal 23
Dasar Hukum PPh Pasal 23
Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 23
Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 23
Saat Terutang PPh Pasal 23
Cara Menghitung PPh Pasal 23

YV VY VYV

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh PASAL 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan salah satu jenis uang muka Pajak
Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas
penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau
penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk
Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggara kegiatan serta
Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu :
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali Camat), Pengacara, Konsultan yang melakukan
pekerjaan bebas.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan jika ada pemberian penghasilan yang menjadi objek
pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ini berarti
bahwa jika ada pemberian penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh-nya
tidak mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terdapat 3 (tiga) cirri pokok PPh Pasal 23 yaitu
1. PPh Pasal 23 dipotong hanya kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Badan, bukan Wajib

Pajak Orang Pribadi.

2. Penerima penghasilan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri.
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh Pasal 24)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Pengertian PPh Pasal 24
Subjek dan Objek PPh Pasal 24
Penentuan Sumber Penghasilan PPh Pasal 24
Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri
Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh Dikreditkan
Mekanisme Perkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri
Pengurangan Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri
Contoh Kasus PPh Pasal 24

YV VYV VVYVY

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh PASAL 24)

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) merupakan salah satu bentuk pemotongan dan
pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari
luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Secara umum, perkreditan
pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar
negeri dengan penghasilan di Indonesia.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pajak yang
dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang
berdasarkan Undang Undang ini dalam tahun pajak yang sama. Jadi pajak yang telah dipotong di
luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak
yang sama. Namun besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan.
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A DAN 29

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Pengertian PPh Pasal 25
Filosofi Timbulnya PPh Pasal 25
Implementasi Perhitungan PPh Pasal 25
Implementasi Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25
Pengertian PPh Pasal 28A dan 29
Timbulnya PPh Pasal 28A dan 29
Implementasi Perhitungan PPh Pasal 28A dan 29

VV VYV YV VYV

A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (PPh PASAL 25)

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besaran angsuran pendahuluan pajak yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan bebas untuk
bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Besarnya
angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan tersebut adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan kredit pajak
antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24.

Filosofi timbulnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ini adalah wajib pajak melakukan angsuran
pembayaran pajak setiap bulan dimana dasar perhitungannya berdasarkan penghasilan pada
tahun sebelumnya dibagi dengan 12 bulan. Hal ini diharapkan agar pembayaran pajak tahunan
wajib pajak pada tahun berikutnya tidak terlalu berat (jika dilakukan pembayaran sekaligus).

Asumsi yang digunakan oleh pemerintah adalah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib
Pajak semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pajak terutangnya akan semakin meningkat
pula. Akibat adanya peningkatan pajak terutangnya dan agar tidak terlalu memberatkan Wajib
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 (PPh PASAL 4 (2))

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
Pengertian PPh Pasal 4 (2)
Tarif PPh Pasal 4 (2)
Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 4 (2)
Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 4 (2)
Saat Terutang PPh Pasal 4 (2)
Cara Menghitung PPh Pasal 4(2)

YV VY VYV

A. PENGERTIAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak
yang bersifat final (banyak istilah menyebutkan pajak final ini sebagai pajak rampung) yang
dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak final atau pajak rampung
adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak
ini telah berakhir, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan
Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut serta tidak dapat
menjadikan pemotongan pajak ini sebagai kredit pajak pada pajak terutang tahunannya, karena
Pajak Penghasilan yang bersifat final bukanlah merupakan pembayaran pajak di muka (tax
prepaid).

Menurut Billy lvan Tansuria terdapat 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada Pajak
Penghasilan yang bersifat final (Harjo, 2019) , yakni:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh digabung dengan penghasilan
lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan

Pajak Tahunannya (SPT Tahunan).
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPh Pasal 15)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
» Pengertian PPh Pasal 15
» Objek dan Tarif PPh Pasal 15
» Cara Menghitung PPh Pasal 15

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15
Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur Norma Penghitungan
khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain:
1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
Perusahaan asuransi luar negeri,
Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi,
Perusahaan dagang asing,

nAd W

Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna serah (“build, operate,
and transfer”).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan
kelaziman pengenaan dalam bidang-bidang usaha tersebut. Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya
penghasilan netto dari wajib Pajak tertentu tersebut.

Untuk pembahasan dalam bab ini, uraian hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan
Withholding Tax (pemotongan pajak) sehingga tidak seluruh wajib pajak tertentu di atas dikupas.
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh Pasal 26)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di
depan kelas tentang:
» Definisi PPh Pasal 26
Tarif dan Objek PPh Pasal 26
Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 26
Saat Terutang PPh Pasal 26
Cara Menghitung PPh Pasal 26

YV V VYV V

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas
penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain
Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan,
Subjek Pajak PPh Pasal 26 ini adalah Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa atas penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT),
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Penghasilan yang dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dividen;
b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;

Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
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Puton Ajar
JOTONGAN DAN PEMUNGUT

PAJAK PENGHASILAN

Dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak terutama pajak
penghasilan, regulator perpajakan di suatu negara harus mempunyai teori/dasar untuk
melakukan justifikasi/pembenaran yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya agar
pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya tidak menyalahi norma-norma
serta aturan hukum dan kemanusiaan. Menurut falsafah hukum pemotongan dan
pemungutan pajak harus berdasar kepada keadilan dimana rasa keadilan ini berlaku dan
bertindak sebagai asas utama dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.
Keadilan pemotongan dan pemungutan perpajakan (equal treatment) harus setara baik
bagi masyarakat selaku wajib pajak maupun petugas pemotong dan pemungutan pajak
dalam kapasitas sebagai wajib pajak.

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak di beberapa negara
terdapat beberapa sistem yang digunakan dan setiap negara tidak sama dalam
menerapkan sistem yang digunakan. Di Indonesia sistem pemotongan dan pemungutan
pajak yang berlaku hingga saat ini terdiri dari tiga macam sistem, antara lain: Official
Assesment System, Self Assesment System, Witholding Tax System. Sistem
pemungutan pajak yang digunakan oleh suatu negara akan sangat berpengaruh
terhadap optimalisasi pemasukan dana dari masyarakat ke kas negara. Indonesia
menganut sistem self assesment system yang mengharuskan wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan (Pph).

Seperti diterangkan terdahulu peran fiskus pada sistem ini adalah pengawasan,
yakni jika ditemukan adanya perhitungan maupun penyetoran serta pelaporan oleh wajib
pajak dianggap tidak benar maka fiskus akan mengadakan tindakan pemeriksaan,
dimana hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Perpajakan khususnya yang termaktub
pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyebutkan "Apabila Direktur
Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal
Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.
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